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ABSTRAK

Ferdinan Dielfin, 201720251020, HakKonstitusiTersangkadidampingi
Advokat dalam proses peradilan pidana, berdasarkan Pasal 56 Ayat (1)
Undang-UndangNomor 8 tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedudukan yang lemah dan
ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi setiap orang untuk
mendapatkan keadilan.Pendampingan hukum kepada setiap orang tanpa
diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang
sama di hadapan hukum. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di
hadapan hukum.. Fenomena saat ini Peradilan sesat (rechterlijke dwaling) adalah
kegiatan mengadili dengan memeriksa perkara atau yang diadili oleh pengadilan
untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan salah jalan, salah
prosedurnya, salah menerapkan aturanya, peradilan sesat karena sesatnya fakta
bukan sesat hukumnya. Semua pihak bertanggung jawab, tapi yang paling
bertanggung jawab adalah pihak yang langsung terlibat di dalamnya yang
menghasilkan putusan yang merugikan Tersangka dan Terdakwa.

Kesimpulan penelitian ini adalah masih banyak ditemukan penerapan
Pasal 56 Ayat 1 KUHAP terhadap hak Tersangka dan Terdakwa untuk
didampingi Penasihat Hukum yang merupakan hak konstitusional dari Tersangka
dan Terdakwa dalam proses peradilan pidana yaitu hak untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat
proses peradilan memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem peradilan
pidana di Indonesia. Penerapan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah
kewajiban dari aparatur negara karena pasal tersebut bersifat imperatif (wajib)
dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan.

Kata Kunci : Tersangka, Advokat, SistemPeradilanPidana, Proses hukum
yang adil dan layak.
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ABSTRACT

Ferdinan Dielfin, 201720251020, Constitutional rights of Suspects was
accompanied in the process of criminal justice Advocate, based on Article 56
paragraph (1) of law No. 8 year of 1981 on the law of criminal procedure

Article 28D paragraph (1) of the 1945 CONSTITUTION States that everyone is
entitled to recognition, guarantees, protection and legal certainty of fair and equal
treatment before the law. The position of the weak and the inability of a person
must not obstruct any person to obtain justice. Legal accompaniment to every
person without discrimination it is an embodiment of protection and equal
treatment before the law. In the absence of legal accompaniment then equality
before the law.. The current phenomenon of judicial heresy (rechterlijke dwaling)
is the activity of judge by checking the case or who was tried by the Court for a
decision made by the wrong way, wrong procedure, wrong applying aturanya, the
judiciary is perverted because of its false facts not misguided law. All parties are
responsible, but the most responsible was the party directly involved in it which
produces an adverse verdict the suspects and the accused.

The conclusions of this research are still widely found the application of Article
56 paragraph 1 KUHAP against the rights of suspects and defendants to legal
counsel who is accompanied by the constitutional rights of Suspects and the
accused in the process of criminal justice, namely the rights of to be accompanied
by legal counsel from the process of investigation to and/or in all levels of the
judicial process have a relationship very closely with the criminal justice system
in Indonesia. The application of the provisions of article 56 paragraph (1)
KUHAP is the obligation of the State apparatus because such article are
imperative (required) followed by any law enforcement in all levels of
examination.

Password: suspects, advocates, criminal justice system, legal process is fair
and decent
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